WALIKQOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 2230TAHUN 2014

TENTANG

PENJUALAN/PELELANGAN SERTA PELEPASAN HAK
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

~Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas operasicnal yang telah dihapus dari
daltar inventaris milik Pemerintah Kola Padang sebagaimana
ercantum dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 23
Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013 dan Keputusan
Walikota Padang Nomor 134 Tahun 2014 tanggal 12 Mei
2014, tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional
Milik Pemerintah Kota Padang, dilakukan
penjualan/pelelangan terbatas kepada Pegawal Negeri Sipil di
hingkungan Pemerintah Kota Padang;

b.  bahwa kc¢ndaraan dinas operasional vang sudah dibeli dan
dilunasi sesuai dengan harga vyang telah ditetapkan
berdasarkan Berita Acara Panitia Penjualan/Pelelangan
Barang Inventlars Mihk Pemerintah Kota Padang Nomor 23-
26/BAF/V-2014 tanggal 28 Mel 2014 lentang
Penjuatan/Pelelangan Kendarazn Dinas Operasional Mihk
Pemerintah Kaota Padang, dapat dilakukan pelepasan hak

- milik;

E. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagmimana dimaksudd
pada hurul a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Penjualan/Pelelangan Serta Pelepasan Hak
Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Padang
Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Padang;

Mengingat S LIndang-Undang Nomeor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinst Sumatera Terngah (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20j;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43595);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2008 {Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4609} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {(Lembaran Negara Tahun 2007 Normor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan
dan atau Pemindahtanganan Barang-barang  yang
dimiliki/dikuasai negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Surat Keputusan  Menteri Keuangan Nomor Kep.
225/MK/V/197]1 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib
Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;

Peraturan Dacrah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun
2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daecrah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 {Lembaran
Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14};

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Barang Milik Dacrah (Lembaran Daerah
Kola Padang Tahun 2009 Nomor 10);

Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Penghapusan dan
Pelelangan/Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah
Kota Padang {Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor
4);
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Keputusan Walikola Padang Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Panitia Penjualan/Pelclangan Barang
[nventaris Milik Pemerintah Kola Padang;

Keputusan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah
Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

Menjual/melelang dan melepaskan hak kendaraan dinas
operasional milik Pemerintah Kota Padang kepada Pegawai
Neger1 Sipil  di lingkungan Pemerintah Kota Padang,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tdak terpisahkan dari Kepurusan ini.

Kepada Pegawal Negeri Sipil scbagaimana dimaksud pada
Diktum Kesalu, diperkenankan untuk balik nama kendaraan
atas nama sendiri.

Biaya bzlik nama kcndaraan sebagaimana dimaksud Diktum
Kedua, dibebankan kcpada masing-masing Pegawai Negeri Sipil
selaku pembeli kendaraan/pemenang lelang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dilelapkan di Padang
pada tanggal 22 Dun; 2014
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fembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kota Padang

2. Inspcktur Kota Padang

3. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang

4. Arsip
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KEPUTUSAN WALIKOTA PAUANG
NOMOR 7~ 20 TAHUN 2014
TENTANG PENJUALAN/ FELELANGAN SERTA MELEPASAN HAK
KENDARAAN DINAS CPFERABIONAL MILIK PEMERINTAL KOTA PATANG
KEPADA FEGAWAI NEGEH! BIFIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
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PENJUALAN/PELELANGAN SERTA FELEPASAN HAK KENDARAAN DINAS DPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
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